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SURAT KEPUTUSAN DIREKSI
PT ADHI KARYA (Persero) Thk.
Nomor: 014-6/2020/389B

tentang

PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI
PT ADHI KARYA (PERSERO) TBK.

Menimbang : - Bahwa untuk mewujudkan insan ADHI yang berintegritas sesuai
dengan budaya ADHI, perlu dilakukan upaya meningkatkan
implementasi tata Kelola perusahaan yang baik;

- Bahwa PT Adhi Karya (Persero) Tbk., telah berkomitmen untuk
menerapkan pengandalian gratifikasi;

- Bahwa terdapat perubahan Pedoman Pengendalian Gratifikasi yang
ada saat ini dan perlu disempurnakan sesuai peraturan yang berlaku;

- Bahwa untuk itu perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi PT
Adhi Karya (Persero) Tbk.

Mengingat : - Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-
05/MBU/2014 tentang Program Pengendalian Gratifikasi di
Lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara

- Peraturan KPK No. 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi;

- Pedoman dan Batasan Gratifikasi dari KPK Rl Nomor B.1341/01-
13/03/2017 tanggal 15 Maret 2017;

- Pernyataan Komitmen Penerapan Pengendalian Gratifikasi di
Lingkungan PT Adhi Karya (Persero) Thk. tanggal 4 Februari 2014;

- Akta Pendirian Perusahaan Perseroan PT Adhi Karya (Persero) Tbk.
berdasarkan Akta Notaris Kartini Muljadi, SH., Nomor 1 tanggal 1 Juni
1974 Jo. Akte Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT ADHI KARYA
(Persero) berdasarkan Akta Notaris Ashoya Ratam, SH, Mkn. No. 163
tanggal 28 Mei 2019;

- Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Perusahaan (Persero) PT Adhi Karya Thk. berdasarkan Akta Notaris
Ashoya Ratam, SH, Mkn. No. 23 tanggal 15 Juni 2020;

- Surat Keputusan Direksi Nomor 014-6/2018/371 tanggal 5 Juli 2018
tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi PT Adhi Karya (Persero)
Thk.

PT ADHI KARYA (Persero) Tbhk. Head Office JI. Raya Pasar Minggu Km. 18 Jakarta 12510, Indonesia. P. 62-21 7975312 F. 62-21 7975311 E.adhi@adhi.co.id



MEMUTUSKAN

Menetapkan
I. Mencabut Surat Keputusan Direksi Nomor 014-6/2018/371 tanggal 5
Juli 2018 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi PT Adhi Karya
(Persero) Thk;

Il. Memberlakukan Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan PT
Adhi Karya (Persero) Tbk. sebagaiman terdapat dalam Lampiran Surat
Keputusan ini;

[ll. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;
IV. Bilamana di kemudian hari dalam Surat Keputusan ini ternyata

terdapat kekeliruan, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana
mestinya

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 14 Agustus 2020

PT ADHI KARYA (Persero) Tbk.
Direksi,

Direktur Utama

Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

Dewan Komisaris PT Adhi Karya (Persero) Thk.
Kepala SP;

Corporate Secretary;

Seluruh General Manager;

Direksi Anak Perusahaan.

Ll L IR



PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI

SK Direksi No.: 014-6/2020/389B tanggal 14 Agustus 2020
PT Adhi Karya (Persero) Thk.



PENGESAHAN

PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI
PT ADHI KARYA (Persero) Thk.

Jakarta, 14 Agustus 2020

PT Adhi Karya (Persero) Thk.

Direksi, Dewan Komisaris,

tus Asnawi Mukhson
Direktur Utama

Dody Usodo Hargo S.
Komisaris Utama

PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI



PT ADHI KARYA (Persero) Thk.

A. KETENTUAN UMUM

Semua Insan ADHI yang karena jabatannya dan berlawan dengan tugas dan kewajibannya, dan/
atau anggota keluarga inti (suami/istri, anak) DILARANG untuk menerima secara langsung atau
tidak langsung gratifikasi yang dianggap suap dari setiap pihak yang memiliki hubungan bisnis atau
pesaing ADHI, yang berupa/ dalam bentuk uang/ setara yang, barang, rabat (discount), komisi,
pinjaman tanpa bunga, undangan makan, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan
wisata, pengobatan cuma-cuma, voucher, travel cek, kompensasi, hadiah yang memiliki nilai
finansial tinggi, hiburan dan hal-al lainnya yang memberikan keuntungan pribadi terhadap diri dan
keluarganya yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang diakukan dengan
menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

Semua Insan ADHI DILARANG secara langsung tidak langsung memberi gratifikasi kepada setiap
pihak yang memiliki konflik kepentingan, hubungan bisnis atau pesaing ADHI berupa uang/ setara
uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, undangan makan, tiket perjalanan,
fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, voucher, travel cek,
kompensasi, hadiah yang memiliki nilai finansial tinggi, hiburan dan hal lainnya yang bertujuan
untuk mendapatkan informasi, atau sesuatu hal yang tidak dibenarkan oleh ketentuan
perundang-undangan yang ebrlaku atau untuk mempengaruhi pihak dimaksud untuk melakukan
dan/atau tidak melakukan suatu hal berkaitan dengan kedudukannya/ jabatannya vyang
berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

Aturan Pengendalian Gratifikasi ini disusun dengan berpedomman kepada Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor
31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta aturan perundangan lainnya.

B. PENGERTIAN
1) Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas meliputi uang, barang, rabat (discount), komisi,
pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan
cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri,
yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.
2) Insan ADHI adalah:
a. Dewan Komisaris, Direksi ADHI dan Direksi Anak Perusahaan ADHI;
b. Pegawai ADHI dan Anak Perusahaan ADHI
c. Pegawai Outsourcing yang bekerja untuk dan atas nama ADHI dan Anak Perusahaan
ADHI;
d. Suami/ Istri dan anak, daria, b, & c.
3) Gratifikasi yang Dianggap Suap adalah Gratifikasi yang diterima insan ADHI yang berhubungan
dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.
4) Gratifikasi yang Tidak Dianggap Suap adalah Gratifikasi yang diterima insan ADHI yang tidak
memenuhi pada butir 2 di atas.
5) Kedinasan adalah seluruh kegiatan resmi yang sah dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan
jabatannya insan ADHI, tidak termasuk suami/istri dan anak.



6) Konflik Kepentingan adalah Pertentangan antara kepentingan pribadi insan ADHI dengan
kepentingan ADHI.

7) Berlaku Umum adalah adanya perlakuan yang sama dan tidak menyangkut yang khusus/
tertentu saja serta bersifat transparan dan akuntabel.

8) Musibah adalah suatu kejadian atau peristiwa menyedihkan yang menimpa seseorang, yang
mempunyai pengaruh terhadap kondisi fisik, psikis, dan/atau keuangan seseorang, seperti:
kematian, sakit kronis atau sakit akibat kecelakaan.

9) Bencana adalah suatu kejadian atau peristiwa yang disebabkan oleh alam seperti banjir, gempa
bumi, gunung meletus, atau angin besar.

C. KATEGORI GRATIFIKASI

1)

2)

3)

4)

5)

7)

8)

Gratifikasi terdiri dari:

a. Gratifikasi yang Dianggap Suap

b. Gratifikassi yang Tidak Dianggap Suap
Insan ADHI wajib menolak pemberian gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya
dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnyayang diberikan secara langsung.
Dalam hal Insan ADHI tidak dapat menolah pemberian gratifikasi karena kondisi tertentu
seperti:

a. Gratifikasi tidak diterima secara langsung;

b. Tidak diketahuinya pemberi gratifikasi;

c. Penerima ragu dengan kualifikasi gratifikasi, dan

d. Adanya kondisi tertentu tidak mungkin ditolak, seperti dapat mengakibatkan
rusaknya hubungan baik institusi, membahayakan diri sendiri/karir penerima/ada
ancaman lain.

Maka untuk menghindari ancaman pidana, insan ART wajib melaporkan kepada
KPK paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal penerimaan gratifikasi
tersebut atau melalui TPPG.
Laporan gratifikasi disampaikan dengan menggunakan formulir laporan gratifikasi yang
ditetapkan oleh KPK dan melampirkan dokumen terkait.
Dalam hal gratifikasi berbentuk barang, KPK dapat meminta penerima gratifikasi untuk
menyerahkan uang sebagai kompensasi atas barang yang diterimanya sebesar nilai
barang yang diterima.
Contoh gratifikasi yang dimaksud pada ayat (2) yaitu namun tidak terbatas pada
Penerimaan Gratifikasi:

a. Dari rekanan/stakeholder sebelum, sedang dan/ atau setelah proses
lelang/proses pengadaan barang dan jasa proses lainnya yang berhubungan
dengan jabatan penerima.

b. Dari rekanan/stakeholder yang diketahui atau patut diduga diberikan karena
kewenangan yang berhubungan dengan jabatan penerima dan berlawanan
dengan tugas dan kewajiban.

c. Yang diterima insan ADHI dari pemangku kepentingan pada saat hari raya
keagamaan yang menimbulkan konflik kepentingan.

Setiap penerimaan Gratifikasi yang tidak dianggap suap namun terkait dengan kedinasan
wajib dilaporkan ke TPPG atau unit lain yang ditunjuk.

Setiap penerimaan Gratifikasi yang tidak dianggap suap sepanjang tidak terkait dengan
kedinasan dan tidak berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya tidak wajib dilaporkan
pada KPK/TPPG, dalam hal:



. pemberian dalam keluarga vyaitu kakek/nenek, bapak/ibu/mertua, suami/istri,
anak/menantu, anak angkat/wali yang sah, cucu, besan, paman/bibi, kakak/adik/ipar,
sepupu dan keponakan, sepanjang tidak terdapat konflik kepentingan;

. keuntungan atau bunga dari penempatan dana, investasi atau kepemilikan saham

pribadi yang berlaku umum;

. manfaat dari koperasi, organisasi kepegawaian atau organisasi yang sejenis

berdasarkan keanggotaan, yang berlaku umum;

. perangkat atau perlengkapan yang diberikan kepada peserta dalam kegiatan

kedinasan seperti seminar, workshop, konferensi, pelatihan, atau kegiatan sejenis,

yang berlaku umum;

. hadiah tidak dalam bentuk uang atau alat tukar lainnya, yang dimaksudkan sebagai

alat promosi atau sosialisasi yang menggunakan logo atau pesan sosialisasi, sepanjang

tidak memiliki konflik kepentingan dan berlaku umum;

hadiah, apresiasi atau penghargaan dari kejuaraan, perlombaan atau kompetisi yang

diikuti dengan biaya sendiri dan tidak terkait dengan kedinasan;

. penghargaan baik berupa uang atau barang yang ada kaitannya dengan peningkatan

prestasi kerja yang diberikan oleh pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku;

. hadiah langsung/undian, diskon/rabat, voucher, point rewards, atau suvenir yang

berlaku umum dan tidak terkait kedinasan;

kompensasi atau honor atas profesi diluar kegiatan kedinasan yang tidak terkait

dengan tugas dan kewajiban, sepanjang tidak terdapat konflik kepentingan dan tidak

melanggar peraturan

kompensasi yang diterima terkait kegiatan kedinasan seperti honorarium,

transportasi, akomodasi dan pembiayaan yang telah ditetapkan dalam standar biaya

yang berlaku di instansi penerima Gratifikasi sepanjang tidak terdapat pembiayaan
ganda, tidak terdapat konflik benturan kepentingan, dan tidak melanggar ketentuan
yang berlaku di instansi

. penerima; karangan bunga sebagai ucapan yang diberikan dalam acara seperti
pertunangan, pernikahan, kelahiran, kematian, akikah, baptis, khitanan, potong gigi,
atau upacara adat/agama lainnya, pisah sambut, pensiun, promosi jabatan;
pemberian terkait dengan pertunangan, pernikahan, kelahiran, akikah, baptis,
khitanan, potong gigi, atau upacara adat/agama lainnya dengan batasan nilai sebesar
Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap pemberi;

. pemberian terkait dengan musibah atau bencana yang dialami oleh diri penerima
Gratifikasi, suami, istri, anak, bapak, ibu, mertua, dan/atau menantu penerima
Gratifikasi sepanjang tidak terdapat konflik kepentingan, dan memenuhi kewajaran
atau kepatutan;

. pemberian sesama rekan kerja dalam rangka pisah sambut, pensiun, mutasi jabatan,

atau ulang tahun yang tidak dalam bentuk uang atau alat tukar lainnya paling banyak

senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap pemberian per orang, dengan total
pemberian tidak melebihi Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari
pemberiyang sama, sepanjang tidak terdapat konflik kepentingan;

. pemberian sesama rekan kerja yang tidak dalam bentuk uang atau alat tukar lainnya,

dan tidak terkait kedinasan paling banyak senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)

setiap pemberian per orang, dengan total pemberian tidak melebihi Rp 1.000.000,00

(satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama;

. pemberian berupa hidangan atau sajian yang berlaku umum; dan



g. pemberian cendera mata/plakat kepada instansi dalam rangka hubungan kedinasan
dan kenegaraan baik di dalam negeri maupun luar negeri sepanjang tidak diberikan
untuk individu pegawai negeri atau penyelenggara negara.

PEMBERIAN

1) Pemberian yang dianggap suap yaitu pemberian kepada pihak lain yang berhubungan dengan
jabatannya dan berlawanan dengan tugas dan kewajibannya DILARANG untuk dilakukan oleh
setiap insan ADHI, antara lain termasuk namun tidak terbatas pada:

a. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggaran negara yang karena jabatannya
untuk melakukan perbuatan/tidak melakukan perbuatan dalam rangka kepentingan
perusahaan;

b. Pemberian kepada pihak lain yang karena jabatannya untuk mempengaruhi pihak lain
untuk melakukan perbuatan/tidak melakukan perbuatan dalam rangka kepentingan
perusahaan.

2) Pemberian kepada pihak ketiga yang tidak dianggap suap, dapat dilakukan dengan syarat
memenuhi ketentuan sebagai berikut :

a. Pemberian dilaksanakan dari instansi (ADHI) Ke individu antara lain :

i. Pemberian cinderamata atau bingkisan kepada pegawai negeri/penyelenggara
Negara dan pihak lain yang berlaku umum dan diberikan kepada setiap orang tanpa
memandang jabatan dan tidak menimbulkan konflik kepentingan; (Contoh :
Pemberian Cinderamata kepada mitra kerja dalam rangka HUT ADHI, RUPS, Public
Expose, Gathering, dll);

ii. Pemberian barang promosi berlogo perusahaan kepada pegawai
negeri/penyelenggara Negara dan pihak lain dalam rangka kegiatan promosi,
sponsorship, sumbangan dan pemberian lainnya yang bersifat resmi dan berlaku
umum dan dapat dipertanggungjawabkan;

iii. Pemberian tidak dalam bentuk yang melanggar kesusilaan dan hokum

b. Pemberian dilaksanakan dariinstansi (ADHI) ke instansi pemerintah/korporasi antara lain:

i.  Pemberian ditujukan langsung kepada instansi

ii. Penerima pemberian merupakan wakil instansi yang sah berdasarkan penunjukan
dari instansi penerima

iii.  Pemberian tidak untuk tujuan suap/gratifikasi yang dianggap suap

iv.  Pemberian dalam bentuk sponsorship atau sumbangan berdasarkan proposal resmi
dari instansi yang mengajukan.

PENGELOLA GRATIFIKASI

Pengelola gratifikasi ADHI dilaksanakan oleh TPPG yang bertanggung jawab langsung kepada

Direktur Utama dengan tugas dan fungsi utama yaitu pemantauan dan pengendalian gratifikasi

dilingkungan ADHI.

Tugas dan wewnang TPPG :

a. Menerima pelaporan gratifikasi dari insan ADHI;

b. Melakukan pemrosesan pelaporan gratifikasi yang diterima;

c. Melakukan konfirmasi atas pelaporan gratifikasi kepada penerima, pemberi atau pihak ketiga
lainnya yang terkait dengan kejadian penerimaan/pemberian gratifikasi serta meminta data
dan informasi kepada unit kerja tertentu dan atau insan ADHI terkait pemantauan penerapan
program pengendalian gratifikasi.;



. Merekomendasikan penanganan dan pemanfaatan barang gratifikasi dengan alternatif :

it
2:
3

Sebagai display instansi

Digunakan untuk kegiatan operasional instansi

Jika barang yang bersifat bisa kadaluarsa, dapat disalurkan kepada yayasan, panti asuhan,
panti jumbo atau lembaga sosial lainnya atau sdimanfaatkan bersama pegawai ADHI, atau
Diserahkan kepada pegawai yang menerima gratifikasi untuk dimanfaatkan sebagai
penunjang kerjanya.

. Melakukan koordinasi, konsultasi dan surat-menyurat kepada KPK atas nama ADHI dalam
pelaksanaan pedoman ini;

Memantau tindak lanjut atas pemanfaatan penerimaan gratifikasi oleh ADHI maupun oleh
penerima;

. Memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama apabila terjadi pelanggaran pedoman
gratifikasi oleh insan ADHI;

. Menyusun jadwal sosialisasi dan diseminasi pengendalian gratifikasi;

Melaporkan hasil penanganan pengendalian gratifikasi kepada Direksi dan KPK.



E.

ALUR PENGELOLAAN GRATIFIKASI

dokumen

¢ Ya

Verifikasi

Analisa

v

Rekomendasi
Penanganan dan
Pemanfaatan Barang

PELAPOR TPPG DIREKSI & KPK
Pelaporan
Menyaring Laporan
Tidak
Lengkap/tidaknya

aporan Penangana
Pengendalian
Gratifikasi

Selesai




G.

IMPLEMENTASI
Dalam rangka menjamin bahwa pedoman ini dapat dilaksanakan oleh seluruh insan ADHI dan
pemangku kepentingan yang berhubungan dengan insan ADHI, Kegiatan yang dapat dilakukan
sebagai berikut :

1)

2)

Mencantumkan ketentuan larangan penerimaan, pemberian gratifikasi (hadiah/fasilitas) pada
setiap pengumuman dalam proses pengadaan barang/jasa dan/atau pada kontrak pengadaan
barang dan jasa serta pada surat-surat yang disampaikan kepada rekanana atau pihak ketiga
lainnya;

Menugaskan kepada seluruh General Manager ADHI dan Direksi Anak Perusahaan untuk
mensosialisasikan pengendalian gratifikasi secara berkelanjutan kepada seluruh insan ADHI
dan pemangku kepentingan yang berhubungan dengan insan ADHI.

3) Departemen SDM memonitor pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi pengendalian gratifikasi
kepada Direksi;
4) Menyediakan fasilitas pelaporan gratifikasi berupa Drop Box yang ditempatkan di area public
Kantor Pusat Perusahaan.
PROSES PELAPORAN
Proses pelaporan dalam program pengendalian gratifikasi antara lain :
1. Pelapor menyampaikan laporan Gratifikasi dengan cara mengisi formulir laporan yang paling
sedikit memuat informasi:
a. identitas penerima berupa Nomor Induk Kependudukan, nama, alamat lengkap, dan
nomor telepon;
b. informasi pemberi Gratifikasi;
c. jabatan penerima Gratifikasi;
d. tempat dan waktu penerimaan Gratifikasi;
e. uraian jenis Gratifikasi yang diterima;
f. nilai Gratifikasi yang diterima;
g. kronologis peristiwa penerimaan Gratifikasi; dan
h. bukti, dokumen, atau data pendukung terkait laporan Gratifikasi
2. Setiap insan ADHI harus melaporkan atas penerimaan gratifikasi kepada TPPG, selambat-
lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak penerimaan gratifikasi.
3. Setiap insan ADHI harus melaporkan atas setiap pemberian gratifikasi yang sesuai dengan
ketentuan
4. TPPG wajib meneruskan laporan gratifikasi kepada Komisi dalam waktu paling lambat 10

(sepuluh) hari kerja sejak tanggal laporan Gratifikasi diterima.

. Untuk laporan gratifikasi TPPG menyampaikan Lembar Penyerahan Penanganan atas

Pelaporan Penerimaan Gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam (dua)
Minggguan;

. Yang mendekati 30 (tiga puluh) hari kerja maka laporan tersebut langsung ditujukan ke KPK

dengan tembusan kepada TPPG.



JAMINAN KERAHASIAAN DAN PERLINDUNGAN KEPADA PELAPOR

1

Perusahaan menjamin bahwa dalam melakukan proses atas setiap Pelaporan dan Pengaduan
senantiasa mengedepankan kerahasiaan, dan asas praduga tidak bersalah dengan cara yang
profesional.

. Perusahaan menjamin kerahasiaan identitas Pelapor, serta memberikan perlindungan kepada

Pelapor dari segala bentuk ancaman, intimidasi, ataupun tindakan tidak menyenangkan dari
pihak manapun.

. Perlindungan ini juga berlaku bagi petugas yang ditunjuk Perusahaan dalam melaksanakan

investigasi, verifikasi maupun pihak-pihak yang memberikan informasi terkait dengan
pengaduan/penyingkapan fakta penyimpangan.

Perusahaan juga melakukan perlindungan terhadap Pelapor dari tekanan, dari penundaan
kenaikan pangkat, pemecatan, gugatan hukum, harta benda, hingga tindakan fisik.
Perlindungan ini tidak hanya untuk pelapor tetapi juga dapat diperluas hingga ke anggota
keluarga pelapor.

. Perlindungan terhadap pelapor diberikan secara otomotis namun Pelapor dapat juga

menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Satuan Pengawas Internal atau melalui
email dengan alamat adhi@adhi.co.id.

Para pihak yang diberikan kewenangan oleh perusahaan dalam proses terkait dengan
Pelaporan dan Pengaduan, yang melanggar prinsip kerahasiaan akan diberikan sanksi sesuai
dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku di Perusahaan.

SANKSI ATAS PELANGGARAN

Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pedoman Gratifikasi akan dikenakan sanksi yang berlaku
di ADHI



